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Penelitian ini mengambil judul “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie Pendaftaran Tanah“. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas contradictoire delimitatie, mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah melalui contradictoire delimitatie, upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian obyek hak atas tanah.

Hasil penelitian nya dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan asas contradictoire delimitatie dalam penetapan batas pada proses pendaftaran tanah di Kota Tegal belum berjalan sebagaimana mestinya walaupun tidak semuanya seperti itu. dikarenakan adanya sengketa batas tanah, tanah tidak dipasangi patok, sehingga batas tanahnya tidak jelas. Cara mengatasinya yaitu penyelesaian sengketa batas secara musyawarah.






This study took the title of "Legal certainty of land rights through the application of basic Contradictoire Delimitatie Land Registration". To ensure legal certainty by the government is held land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia according to the provisions governed by government regulations. This type of research is empirically the normative research.

This research aims to determine the application of the principle Contradictoire delimitatie, knowing the factors that are constraints in the implementation of land registration through Contradictoire Delimitatie, efforts made in overcoming the constraints in implementing land registration in ensuring the certainty of the object of land rights.

The results of his research can be concluded that the application of the principle of contradictoire delimitatie in determining the boundaries on the land registration process in the city of Tegal has not run as it should be though not everything like that. Due to a land boundary dispute, the land is not installed, so the boundary is unclear. How to deal with the settlement of boundary disputes in consultation.





















Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari besok.
“ Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. “
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Tanah yang telah didaftar akan memiliki sertifikat biasanya akan lebih tinggi nilai jualnya dibanding dengan yang tidak bersertifikat. Hal ini dapat dimaklumi karena pihak pembeli telah yakni akan kebenaran mengenai data tanah yang hendak dibelinya itu serta sudah memiliki kepastian hukum atas status tanah tersebut.

6.	Masyarakat lebih mudah memperoleh data tentang tanah karena dimungkinkannya penggunaan alat-alat canggih. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa dalam sistem pendaftaran tanah yang baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimungkinkannya dilakukan











































































